BUPATI SERDANG BEDACAI

PERATURAN EUPAT! SERDANG BEDAGAI
NOMOR /9 TAHUN 2011 |

TENTANG

- PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

i

O

Mengingat : 1.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak
daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan serta mewujudkan kemandirian
daerah;

. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk

pelaksanaan mengenai Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 .Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287); :
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lerinbaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .
Unqang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-undang:Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5C49);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (L.emharan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 20 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedprnan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Seita Penyampaiannya;

10. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERA'?I'URAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN. '

BAB )
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabubaten Serdang Bedagai.
2. Bupati{adalah Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Dinas “adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Serdang Bedagai. |

4. Kepala Dinas adaiaH Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuanganr dan Aset
Kabupaten Serdang Bedagai. '

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pajak Daerah yang 'selanjutnya disebut pajak adalah konstribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB,

8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuata‘n atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan. ' - R

9. Badan adalah sekumbulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
persercan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha ilik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuah, perkumpulan,
yayasan, organisasi ‘massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

. lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap. "
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Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran
nilai/harga obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, 'yang selanjutnya disingkat
NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek
pajak yang tidak dikenakan pajak.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak fAtas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Jual beli adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pembeli dari penjual
yang terjadi melalui transaksi jual beli, dimana atas perolehan tersebut pembeli
menyerahkan sejumlah uang kepada penjual.

Tukar menukar adalah perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang diterima
oleh seorang atau suatu badan dari pihak lain dan sebagai gantinya orang atau
badan tersebut memberikan tanah dan/ atau bangunan miliknya kepada pihak lain
tersebut sebagai pengganti tanah dan/ atau bangunan yang diterimanya.

Hibah adalah perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunun yang diperoleh oleh
seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah
rasih hidup. !

Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian
hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum
tertentu yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Waris adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh ahli waris dari pewaris
(pemilik tanah dan/ atau bangunan) yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Pemasukan dalam perseroan atau hadan hukum lainnya adalah pengalihan hak
atas tanah dan/ atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan
Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan
Terbatas atau badan‘ hukum lainnya tersebut.

Pemisahan hak yang niengaliibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak
bersama atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada
sesama pemegang hak bersama.

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang oleh Pejabat
Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah
perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau
badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan bangunan
kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru tanah
dan bangunan tersebeit.
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Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih
dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan
melikuidasi badan usaha lainnya yang bergabung,

Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan
cara mendirikan badan usaha bary dan melikuidasi badan-badan usaha yang
bergabung tersebut.

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha

aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa
melikuidasi badan usaha yang lama.

Hadiah adalah suatu berbuatan hukum berupa penyerahan atas tanah dan/ atau
bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima
hadiah. ‘

Pember:ign hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru
kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari
pelepasan hak.

Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah
kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pernegang hak milik
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang pribadi atau badan-badar hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Hak guna usaha adalzih hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-
undangan yang berlaku.

i ,
Hak guna bangunan adalah hak- untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria.

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanzh milik orang lain, yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh
pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-meriyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. :

Hak milik atas satuar rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat
perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak
atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan .dengan satuan yang
bersangkutan. :

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain,
berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk
keperiuan peleksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut
kepada pihak ketiga dan/ atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikena}gan pajak.

Waijib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliput: pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa
pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-un dangan perpajakan daerah.
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Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data
objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yarg terutang sampai
dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat

yang oleh wajib pajak digunakan untuk meiaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah. :

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah pokok pajak,
jumiah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah pajal yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapad Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajek yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang ditetapkan.

Sdrat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang sélanjutnyazdisingkat SKPDN adalah

sujrat ketetapan pajak yang manentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya dibayar. ‘

Surat Tagihan ﬁajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adiministratif berupa bunga dan/atau
denda. }

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
cdalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

. Surat Keputusan Keberatan zdalah surat keputusan atas keberatan terhadap

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLR, STPD, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga_yang diajukan oleh wajib pajak.

. Putusan Bandinb adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

Penelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam
SSPD dengan data yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset.

Peneiitian lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data
dalam SSPD dengan keadaan di lapangan. ’

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan sécara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan 'ain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peratujran perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan
yaﬁ"g dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta
menemukan tersangkanya.
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BAB [i
NANMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Pasal 3

(1) Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehzn hak

atas tanah dan/atau bangunan.

(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. pemindahan hak karena :

jual beli; -

tukar menukar,

hibah;

hibah wasiat;

waris;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain:
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang:

. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau

13. hadiah.

b. pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. diluar pelepasan hak.

CONDIOAPN A

(3) Hak atas tanah sébagaimana dimaksud pada ayvat (1) adalah :

a." hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan
hak pengelolaan.

"oooD

§ Pasal 4

Objek pajak yang t}idak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tarah dan Bangunan
adalah objek pajak yang diperoleh :

a.
b.

C.

b 4]

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik:

negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum; :

badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan syarat tidak menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di luar furgsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi
tersebut; '

. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain

dengan tidak adanya perubahan nama;

. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 5

Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanat, dan Bangunan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
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Wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang prib
badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atay bangunan.

Pasal 6

adi atau

BAB |l
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah NPOP.

(2) N

°3 g ~xw
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POP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
jual beli adalah harga transaksi:
tukar menukar adalah nilai pasar;
hibah adalah nilai pasar;
hibah wasiat adalah nilai pasar;
waris adalah nilai pasar: -
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum adalah nilai pasar;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilai pasar; | :
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
penggabungah usaha adalah nilai pasar: '
peleburan usaha adalah nilai pasar;

. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

hadiah adalah niizi basar; dan/atau

penunjukan pembeli daiam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam
risalah lelang.

(3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengarj huruf n

tidak diketahui atau iebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak

Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya peroléhan, dasar pengenaan yang
dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.- ,

Pasal 8

(1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

untuk setiap wajib pajak.

(2) Dalam hal NPOP hak karena waris atéu hibah wasiat yang diterima orang pribadi

yang masih dalam hubungan Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk
suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1) Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena waris dan hibah

wasiat sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan yang seharusnya terutang.

(2) Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena pemberian Hak

Pengelolaan adalah sebagai berikut : -
a. 0% (nol per seratus) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

seharusnya terutang, dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Kementrian,
lLembaga Pemerintah Non Kementrian, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum
Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);

50% (lima puluh per seratus) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud
pada huruf a.
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Pasal 10

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tznah dan Bangunan sebesar 5% (lima per seratus).
Pacal 11

Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah dikurangi dengan Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8. :

BAB IV

SAAT TERUTANGNYA PAJAK -
Pasal 12

(1) Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan
ditetapkan untuk:
. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
. tukar menukar adalah sejak tangga! dibuat dan ditandantangani akta;
hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandangani akta;
waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya
ke Kantor Pertanahan;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatangani akta:
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatangani akta;
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap,
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya
surat keputusan pemberian hak:
penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta:
peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandantani akta;
hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; dan
lelang adalah seja'c tangJal penunjukan pemenang lelang.

(2) Penandatanganan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
¢. huruf- d, huruf f, huruf g, huruf k huruf |, huruf m dan huruf n adalah

penandatanganan akta oleh para pihak sebelum akta ditandatangani oleh pejabat
pembuat akta tanah.
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(3) Pajak yang térutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). . .

BAB YV :
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 13

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SSPD BPHTB.

(2) SSPD BPHTB wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap seita ditandatangani
oleh wajib pajak. :

(3) SSPD BPHTB wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset.

(4) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan
pembayaran/penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunain yang
terutang dan sgkaligus berfungsi sebagai SPTPD.
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(5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang wajib dibayar oleh

(6)

(1)

)

©)

(4)
®)
(6)
(@)

(8)
(9)

(1)

i

_Il..embar 5:

Wajib Pajak atau Kuasanya dengan menggunakan SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

SS_PD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) rangkap,
! embar 1;

‘Untuk Wajib Pajak.

Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.

Lembar 3: _

Untuk Kantor: Pertanahan sebagai Lampiran permohonan pendaftaran.

Lembar 4: | |

Untuk Fungsi Pelayanan Dinas PPKA sebagai lampiran permohonan penelitian
SSPD BPHTB.

Untuk Bank yéng ditunjuk sebagai arsip.
‘Lembar6:

Untuk Bank yang ditunjuk sebagai laporan kepada fungsi pembukuan/pelaporan
Dinas PPKA.

' Pasal 14

Formulir SSPD BPHTB disediakan di PPAT/Notaris, Kantor Lelang, Kantor
Pertanahan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, atau tempat lain
yang ditunjuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Wajib Pajak/ Kuasa Waijib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh
SSPD BPHTB lembar ke-1, SSPD BPHTE lembar ke-2, SSPD BPHTB lembar ke-
3, dan SSPD BPHTB lembar ke-4.

SSPD BPHTB lembar ke-1, SSPD BPHTB lembar ke-2, SSPD BPHTB lembar ke-
3, dan SSPD BPHTB lemba; ke-4 disampaikan oleh wajib pajak kepada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset guna diverifikasi.

SSPD BPHTS lembar ke-4 disampaikan cleh wajio pajak kepada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset guna penelitian SSPD BPHTB.

SSPD BPHTleembar ke-2 disampaikan oleh wajib Pajak kepada PPAT/Notaris
sebagai arsip.

SSPD BPHTQ Lembar ke-3 disampaikan oleh wajib pajak kepada Kantor

Pertanahan sebagai lampiran permohonan.

Dalam hal SSPD BPHTB belum diverifikasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset, tidak sah untuk digunakan sebagai lampiran permohonar;
kepada Kantor | Pertanahan.

SSPD BPHTB lembar ke-5 'intuk Bank yang ditunjuk sebagai arsip.

SSPD BPHTB lembar ke-6 uniuk Bank yang ditunjuk sebagai laporan kepada
fungsi pembukuan/pelaporan. _

Pasal 15

Dalam hal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya
terutang nihil, maka Waijib Pajak tetap mengisi SSPD BPHTB dengan keterangan
nihil.
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(2) SSPD BPHTB nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup diketahui oleh

(3) SSPD BPHTB nihil lembar ke-1, lembar ke 2, lembar ke 3, lembar ke-4, iembar ke-

PPAT/Notaris/ Kepala Karitor Leiang/Pejabat Lelang/Pejabat Pertanahan, dengan

menandatangani kolom yang telah disediakan. Wajib pajak tidak perlu membawa
ke Bank yang ditunjuk.

5 dan !embafr ke-6 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk penelitian SSPD BPHTB.

Pasal 16

Penyampaian SSPD BPHTB kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset di_lakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan
Pasal 17

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas

(@)

(3)

4)
S

(1)

dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal ;

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar:

2. jika SSPD tidak disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka
waktl masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak cisampaikan pada
waktunya sebagaimara ditentukan dalam surat teguran; atau

3. jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
- yang menyepabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

c[ SKPDN jika }jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
- % pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak

Jumlah kekuranéan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus
perseratus) dari jumlah kekurangan pajax tersebut.

Kenaikan sebagj&ximana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak
melaporkan sendiri sebe'um dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak ya%ng terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua;\ perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puiuh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak. ‘

BAB VI
PENAGIHAN
Pasal 18

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, surat keputusan keberatan, dan putusan banding
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan. :
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(2) Pajak yang tejrutang berdasarkan SSPD, SKPDKS, SKPDKBT, surat keputusan
pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau
kurang dibayarioleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

3 Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada waijib pajak untuk mengangsur

atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per
seratus) sebulan.

BAB Vil
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 19

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu :
a. SKPCKB;

b. SKPDKBT;
c. SKPDLB:; dan
d. SKPDN. -

(2) Kebheratan diajLikan Secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-

alasan yang jelas.

(8) Keberatan harQs diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya.

(4) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. :

(5) Keberatan yang% tidak memenuhi persyaratan sebegaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan vang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda
pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan. '

Pasal 20

(1) ng:ala Dinas délam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
sd’;rat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan. ‘ :

(2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhriya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah iewat dan Kepala
Dinas tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Permohonan baﬁding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguht:an kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
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Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebégian atau

)
(3)

(4)
©)

seluruhnya, kejlebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan

bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari
jamiah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukar keberatan.

Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditclak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari
jumiah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

| BAB Vil
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK
| Pasal 23

Kepala Dinas befdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan
dan keringanan pajak dalam ha!:

a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan obyek pajak yaitu :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program
pemerintah di Kantor Pertanahan darn tidak mempunyai kemampuan secara
ekonomis;

2. Wajib Pajak Badan yang mempunyai hak baru selain Hak Pengelolaan dan
telah menguasai tanah dan/ atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua
puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan
keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang mempercieh hak atas tanah dan/ atay
bangunan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS)
yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;

4. Wajib Pajak oreng pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.,

b. Kondisi Waijib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :
1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil
«+ ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek
i Pajak;

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanan

- dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib
Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/ atau utang usaha sesuai
dengan kebijaksanaan pemerintah;

4. Wajib Pajak Badan yang mslakukan Penggabungan Usaha (merger) atau
Peleburan, Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu
mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan
perggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha:

S. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan yang
tidak berfungsi lagi seperli semula disebabkan bencana alam atau sebab-
sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung
meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak penandatanganan akta:
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8. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang
memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pengadaan
perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;

¢. Tanah dan/ atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan
yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain uniuk panti

asuhan, parpti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari
keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 24
Besarnya pengurangan Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan :

a. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a angka 3;

b. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Waijib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b
angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6 dan huruf ¢;

cJ sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib

Pajak sebag?imana dimaksud dalam pasal 23 huruf a angka 1;
| Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak
atas tanah dan Bangunan sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang sebesar perhitungan setelah
mendapat pengurangan.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas waijib mengajukan
permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Kepala

Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutangnya Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, -

* Pasal 26

(1) Kepala Dinas paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat
permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian,
atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak. :

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan
Kepala Dinas tidak memberikan suaty keputusan, permohonan: pengurangan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diajukan dianggap dikabulkan dan
Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung jangka waktu dimaksud

berakhir. |

(4) Bentuk surat keputusan pengurangan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran | Peraturan Bupati ini.

' . BAB IX ;
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
i KEPADA WAJIB PAJAK
Pasal 27
(1)Ata'§ permohionan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

L
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(2) Permohonan Pembetulan seba
persyaratan sebagai berikut :
a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1

Surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. Diajukan secara tertulis d

alam bahasa Indonesia disertai alasan yang
mendukung permohonannya; )
C. Diajukan kepada Kepala Dinas; dan ;
d. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/ Kuasanya.

(3) Dalam hal tidak ada permohohan oleh Waiib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala

Dinas telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertenty dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 'diterbitkannya, maka Kepala Dinas
harus menerbitkan surat lieputusan pembetulan secara jabatan.

(4) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka wakty paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

surat permohonan pembetulan diterima.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (4) terlampaui, tetapi
Kepala Dinas tidzk memberi suaty keputusan, permohonan pembetulan dianggap

dikabuikan, dan Kepala Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai
dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan,

(6) Keputusan sebagaimana dimaksug Pada ayat (5) dapat berupa menambahkan,

mengurangkan atau menghapuskan jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

a&ngunan yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan
kekeliruan lainnya, atay menolak permochonan Waijib Pajak.

L Pasal 28

(1) Kepala Dinas karena jabatan dapat :

4. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib
pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atay membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atay SKPDN
atau SKPDLB yang tidak benar;

C. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atay
diterbitkan tidak sesuaj dengan tata cara yang ditentukan: dan

d. mengurangkan ketetapar, pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan
kernampuar@ membayar wajib pajak atay kondisi tertenty objek pajak.

(2) Bentuk Surat keputusan Pembetulan, Pembatelan, Pengurangan Ketetapan, dan

Penghapusan Sanksi Administratif kepada wajib adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran|li Peraturan Bupati ini.

" 3AB X
TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN
INSTANSI YANG MEMBIDANG! PELAYANAN LELANG NEGARA DAN
PERTANAHAN
Pasal 29

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala
instansi yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta
atau risalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat pada tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Pealaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam lampiran Il Peraturan Bupati.ini.



BAB XI
TATA CARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Penelitian
' Pasal 30

(1) Kepala Dinas mejlakukan penelitian SSPD yang telah dibayar vang disaimpaikan oleh
Wajib Pajak atau ﬁkuasanya untuk keperluan penelitian SSPD.

(2) Dalam hal SSPD Nihil, penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilakukan setelah SSPD ditandatangani oleh PPAT/Notaris/Pejabat Kantor

Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah
dan/ atau bangunan.

(3) Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disampaikainnya SSPD BPHTB oleh
wajib pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,

(4) Penyampaian SSPD oleh Wajib Pajak atau Kuasanya untuk penelitian SSPD
ditakukan dengan menggunakan formulir penyampaian SSPD sebagaimana
tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset setelah menerima
Penyampaian SSPD sebagairmana dimaksud dalam Pasal 31, menindaklanjuti
dengan : '

a. mencocokkan Nomor Obyek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam SSPD
dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SFPT) atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau bukti
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). = -

b. Mencocokkan | NJOP bumi dan/ atau bangunan per meter persegi vyang
dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi dan/ atau bangunan per meter
persegi pada basis data PBB;

C. Meneliti kebenaran penghitungan Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu,
besarnya Bea Perolehan |Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang, dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar;

d. Meneliti kebenaran penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang telah dibayar, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi
perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian hak pengelolaan.

} Pasal 32

(1) Penelitian sebagaifnmna dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan
Penelitian Lapangan SSPD apatila diperlukan.

(2) Hasil Penelitian Lépangan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam ‘ampiran V Peraturan Bupati ini.

(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian SSPD dan/ atau Penelitian Lapangan SSPD
ternyata Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang telah dibayar oleh
Wajib Pajak lebih kecil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang
seharusnya dibayar, maka . Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan
tersebut. ;

- Pasal 33

Terhadap SSPD yang jtelah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 masih dapat
diterbitkan : f '

a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumiah
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang kurang dibayar;
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b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah
diterbitkan SKPDKB; dan

¢. STPD apabila ;f:ajak yang terutang tidak dibayar, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi
administrasi berupa denda dan/ atau bunga.

Bagian Kedua
. Tata Cara Pemeriksaan
i ~ Pasal 34
(1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksazn kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan peruncang-
undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
¢. memberikan keterangan yang diperiukan. : '

(3) Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan Wajib

Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga nantinya
dapat diterbitka;n SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN.

(4) Apabila ada pérbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan
dengan basis data pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dilakukan
pemeriksaan sederhana lapangan.

BAB Xli
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
‘ A Pasai 35

(1) Atas kelebihan jpembay_a-ran Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan, Wajib Pajak

dapat mengajukan permohoran pengembalian kelebihan pembayaran kepada
Kepala Dinas. | ‘

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terjadi apabila :
a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dibayar ternyata lebih besar
dari yang seharusnya terutang; atau
b. dilakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tidak
seharusnya terutang.

(3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimzna dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLR.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan
dilakukan setelah lewat 2 {dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan.

| e



- Pasal 36

(1) Dalam hal wajib Pajak tidak msmpunyai utang pajak maka pengembalian Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan dilakukan dengan menerbitkan Surat Ferintah

Penyedian Dana (SP2D) atas kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

(2) SP2D Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibebankan pada mata

anggaran pengernbalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun
anggaran berjalan. i

!
BAB XIIl
SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 37

(1) Sistem dan Prosedur mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan
dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Eangunan.

(2) Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Sistem dan Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan; ; '
~ b. Sistem dan Prosedur pembayaran BPHTB;

c. Sistem dan Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB) ‘

d. Sistem dan Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

e. Sistem dan Prosedur pelaporan BPHTB;

f. Sistem dan Prosedur penagihan;

g. Sistem dan Prosedur pengurangan.

(3) Sistem dan Prosedur dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai
dengan g adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V! sampai dengan Xli
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) Untuk melaksanékan Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 37,
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset harus mempersiapkan
fungsi yang dibut;uhkan,v meliputi :

a. fungsi pelayanan; i
b. fungsi pengolahan data dan informasi; ‘
¢. fungsi pembukuan dan pelaporan; dan

d. fungsi penagihan.

(2) Fungsi pelayanan sebagéimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan
interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti
dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

(3) Fuxj"ési pengolahe{n data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

bertugas untuk mengalola database terkait objek paiak.-

(4) Fungsi pembukuan dan pelapcran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan
data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

(5) Fungsi penagihap sebagaimana dimaksud pada ayat'(1) huruf d bertugas untuk
melakukan penagihan, pendekatan persuasif dan menghubungi wajib pajak agar
melunasi BPHTB yang masih terutang.

P e
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: BAB Xilv
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
: Pasal 39

pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati inj

ditugaskan kepada Dinas Pendapatan, Pengeloiaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Serdang Bedagai.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Diras Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atat; lembaga lain yang terkait,
BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang méngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan éupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

-~ Ditetapkan di Sei Rampah
7\ - padatanggal: 4 April 9014

- BUPATI SERDANG BEDAGAI

H.T. ERRY NURADI

Diundangkan-dj Sei Rampah
pada‘tanggal o 14 Apr
SEKRETARIS QAERA

s H, ADILLAH, M.Si
PEMBIN MA MUDA

)

‘\ ) et 4 i
80504197812 1 001

LEMBARAN DAERAHgKABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2011 NOMOR..[2



atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :
|
Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan Hakim/ Dckumen lainnya **)

Letak Objek Pajak
Tahun Pajak

BPHTB Terhutang LR

KEDUA . Sesuai deng§an keputusan setagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, rnaka besarnya
BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Nombr Objek Pajak. L R

BPHTB Terutang ' Rp
Besarnya Pengurangan (... % X Rp «.c.cooooovuun.es ) RP e,
Jumléh BPHTRB Yang Seharusnya Dibayar TRP
Denéan huruf ()
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
pada tanggal :

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Kabupaten Serdang Bedagai

Agus Tripriyono,SE, M.Si, Ak
Pembina '
NIP. 19640819 198503 1 003

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H.T. ERRs NURADI

*) coret yang tidak periu
**) dokumen lainnya
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Lampiran | Peraturan Bupati Serdang Bedagai
Nomor : € Tanun  soll

Tanggal : 'y April  gcl!

Tentang : Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan BPHTB

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan BPHTB

PEl\'IER]NTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAIX

| DINAS PENDAPATAY, PENGEL OLAAN KEUAN GANDANASET

JI. Negara No. 300 Telepon/Fax.0621 - 442106

' | SEI RAMPAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
‘ KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

20695

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
‘ DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

Memperhatikan . Surat permohonan péngurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas
nama ............... -tanggal .........., yang diterima lengkap oleh Dinas PPKA pada
tanggal .............

Menimbang © a hasil pemeriksaan sederhana kantor/lapangan atas permohonan pengurangan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor
tanggal ........ ,

H

b. bahwa terdapautidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya
pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;

.........

Mengingat : 1) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang

' ,  Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011
Nomor ...... )

2. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor........tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dar, Bangunan; -
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN YANG TERUTANG.

PERTAMA Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunah (BPHTB) yany terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

N&mor Objek Pajak

...............................................................................




Lampiran Il Peraturan Bupati Serdang Bedagai
Nonior : 0 Talurn o1

Tanggal : & April ol
Tentang : Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan BPHTB

[

Bentuk Surat Keputusan Pembetulan,Pengurangan Ketetapan/Penghapusan

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

&4 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

JI. Negara No. 300 Telepon/Fax.0621 - 442106

p= =~y

SEI RAMPAH

H‘ — ==20! 695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN SERDANG BEDAGA!

TENTANG

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN/PENGHAPUSAN *) SANKS! ADMINISTRASI
BPHTB ATAS SKPDKB/SKPDKBT/STPD NOMOR............. TANGGAL

Membaca : Surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan *) sanksi
adminisirasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diajukan Waijib
Pajak/kuasa dari Wajib Pajak .......... nomor....... tanggal..... atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD
nomor....... tanggal............. berdasarkan tanda terima nomor.......... tanggal........... , perlu
diterbitkan keputusan atas permohoran, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
penghapusan *) sanksi administrasi BPHTB dimaksud:;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan *) Sanksi Administrasi BPHTB
Nomor........... tanggal............. perlu menetapkan keputusan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan, penghapusan *) sanksi administrasi BPHTB atas permohonan
pengurangan sanksi administrasi dimaksud;

Mengingat :1. Peraturan Daerah Kabupaten Sérdang‘Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkar : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKA TENTANG PEMBETULAN, PEMBATALAN,
.+ PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN *) SANKSI ADMINISTRASI BEA
~ PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUN.\N

Pertama Mengabulkaﬁ sebagian/mengabulkan seluruhnya/Menolak*) atas permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan *) sanksi administrasi BPHTB :

a. Nama Wajib Pajak

Alamat

b. SKPDKB/éKPDKABT/STF{D*)

R
Tanggal
Dokumen Perolehan




“,

Kedua

Ketiga

Perhitungan besarnya sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada diktum pertama
adalah sebagai berikut

a. Sariksi administrasi

..................................................................................................

b. Besarnﬂla pengurangan/penghapusan , TRPe, (P % X Rp....... )
¢. Sanksi édministrasi setelan pengurangan/penghapusan : Rp

: Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sei Rarﬁpah
Pada tanggal :
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset
Kabupaten Serdang Bedagai

i Agus Tripriyono, SE, M.Si, Ak
Pembina
NIF. 196408198503 1 003

BUPATI SERDANG BEDAGA,

H.T. ERgY NURADI

*} coret yang tidak periu_




